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a. bahwa Peraturan Bupati Lampung Utara Nomeor 46 Tahun ‘2016

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Deerah
Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017, scbageimans

-telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 4

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Persturan Bupati Lampung
Utara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lasmpung Utara Tahun.

Anggaran ‘2017 terdapat kekelirnan kode rekcn ing bebera;:a
Qrganisasi Perangkat Daerah [OPD};

. bahwa berd.asarlcan Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomori 31

Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapaﬁtan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menegaskan bahwa
Retensi dianggarltan pada sekening berkenaan dan dalam hal ini
terjadi pergeseran anggaran sebelum perubahan Anggaran
Pendapatan- dan Belanja Daerah, dilakukan dengan cara
melakukan perubahﬁn terhadap Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tat;uﬁ
Anggaran berkenean scbagal dasar pelaksanasnnya untuk
kemudian ditampung dalam Peraturan Daersh tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggamn
berkenann;

. bahwa berdasarkan pertimbangan se‘bagaimma. dimaksud huné_f a

dan b tersebut diatas, Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 46
Tahun 2016 tentang Penjaberan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Angpgaran 2017,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung
Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapaten dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung
Utara Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan perubahan kedua
dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara. -
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teptang Pembentukan

e

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang ?enétapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor $6) dan Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tshun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Linglungen Daerah Tingkat 1
Bumatera Selatan . sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Repubilik Indenesia Nomor 1821);

!
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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan ﬂepansme
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noma;* 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

X
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendahé,raan

Negara (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2004 meor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355};

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negars (Lemﬁ,aram
Negara Republilk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomer 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421};

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dcarah dan

Retribusi Dacrah {Lembaran Negara Republik -Indonedia ?éhun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubnk Indan‘esxa
Nomor 5049);

£
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Peraturan' Perundeng-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambabhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang’ Pamerintihan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan U,ndang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Repu,bhk

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); !
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10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protolkoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. [Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lemburan NegaraRepublik Indmiesm

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ne‘gara Republik

Indonesia Nomor 47 12); ,

11,Peraturan Pererintah f\k}m{}r 23 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan
Keuangan Badan Layanen Umum (Lembaran Negara Republﬂ«c
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502] sebagaimana telah diubah &emgem
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembara.n
Negara Nomor 5340},

12.Peraturan Pemerintali Nomor 55 Tahun 2005 tentang Gana

Perimbangan [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomer 137, ’lambah&n Lembaran Negera Republik Indonesia
I‘%‘omer 4875 1

13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Endcm;esia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengen
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahin 2010 (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambeahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); v
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14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan.
Keuangan Davrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tamubaban Lembaran Negara Republik indonesm
Nomeor 4578},

15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran -
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 'I‘ambahm
Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedar'n;an
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Da Ezjesth
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Repablik Indonesia Nomor 4593); |

17 .Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pcl&p:i‘nrm
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Namar 285, 'I‘ambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); ;

18.Peraturan Pemerinlah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indar;esm

Tahun 2010 Nomer 128, Tambahan Lembaran Negara Repubizk
Indencsza Nomor 51638);
s S
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19 Peraturan Pemerintsh Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonessia Nomor ‘52 19}

20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5272);

21.Peraturen Presiden Nomor 54 Tehun 2010 tentang Pengadasn
Barang/Jasa Pernerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tabun: 2015

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

. i .
22,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tshun 2006 ti‘emang
Pedoman Pengelolasn Keuangan Dacrab, 3cbagaxmanal telah
diubah beberapa keli terakhir dengan dengan’ Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011 (Berita .Negara Re?ub}ik
Indonesid Tahun 2011 Nomor 310); y

23.Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 32 Tahzm 2011 témang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bsrsmber
dari &nggaran Pendapatan dan Belanja Daerali (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimans telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 ’i‘ahun

2012 (Berita Negara Republik Indtmema Tahun 2012 Nomeor 540)

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun ‘2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatag dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagm:;aana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 (Berita Nagara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768),

25.Peraturan Daerah Kabupaten Lampmg Utara Nomor 13 Thhun

2006 tentang Pokok-pokok Pengelolasn Keuangan Baerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tehun 2006 Nomor

13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utaraa
Nomor 22);

\ E
26.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tghun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Lampung Utsra Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 Nomor 6);

27.Peraturan Bupati Lampung Utara, Nomor 46 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
DPaerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 291’?_’;

28.Peraturdn Bupati Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Utars Nemor 46 Tahun
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017.



mnetapkm . PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA A*rAs
: ~ PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 46 TAHUN 2016
" TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

: DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I 5
.- - v Dengan Peramran ini ditetapkan Perubahan Kedua Atas Per:
i Bupati Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penjabaren
: . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara

; . Tahun Anggaran 2017 sebagaimana sebagai berikut: z

- 1. Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beianga
.+ Daerah Kabupaten Lampung Utura Tahun Anggaran 2017 mhpntx
Pergeseran Anggaran antar objek belanja dalam jenis 'beianj

berkenaan dan pergeseran anggaran antar rincian objek beian;a
daln objek belanja berkenaan.

Uraian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ang’kal
terinci dalam Lampiran Peraturan Bapat; ini yang merupakan
bagaan tak tgrpxsahkan dari Peraturan Bupati ini yang selanjutnya
akan ditata dalam - R&nmgaxz Peratiran Daerah Kabugaten
., Lampung’ Utara tentang. Perubahan Anggaran Pendapat:an .dan

Belan;a, Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun A.nggaran 261’?

Pmmran Bupa.t: ini muiax betlalm pada tanggal dmndangk&n.;ﬁgar -
setlap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan P

Bupati ini dengan penenipatannya dalam Berita Baerah Kabupaten'
o mp%UM& ’
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